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ABSTRAK 
Penelitian dengan judul Upaya Direktorat Reserse Narkoba Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 
Narkotika Jenis Baru. Berdasarkan uraian uraian dalam Penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti 
adalah: 1) Bagaimana upaya yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba secara umum apabila 
ditemukan narkoba jenis baru dan cara menanggulangi penyebarannya? 2) Bagaimana kebijakan 
Direktorat Reserse Narkoba yang seharusnya dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika jenis 
baru? 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Upaya Direktorat Reserse Narkobadalam penanggulangan 
kejahatan tindak pidana narkotika jenis baru melalui dua cara yaitu menggunakan upaya secara non-
penal dan penal. Upaya non penal yang dilakukan secara preemtif dan preventif dengan dilakukannya 
tindakan rekayasa sosial (Social Engeenering) dengan melakukan tindakan mengawasi. 2)  Upaya yang 
dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba dalam penanggulangan tindak pidana narkotika jenis baru 
dengan menggunakan upaya secara penal. Apabila barang bukti tersebut ternyata mengadung zat 
narkotika yang sudah terlampiran dalam undang-udang narkotika maka penyalahguna narkotika jenis 
baru dapat dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai 
golongan jenis zat narkotika yang ditemukan dalam barang bukti. Jika barang bukti tersebut memang 
tidak memiliki unsur turunan dari narkotika yang sudah ada maka masih bisa dilakukan 
penanggulangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan hukuman 
yang diberikan bagi penyalahguna narkotika jenis baru sangatlah ringan. 
Kata Kunci : Penanggulangan Tindak Pidana, Narkotika, Jenis Baru 
 
ABSTRACT 
Research with the title Efforts of the Directorate of Drug Investigation in the Crime of New Narcotics 
Crime. Based on the description of the description in this Research, the issues to be investigated are: 1) 
How is the effort done by the Directorate of Drug Investigation in general if found a new type of drug 
and how to cope with the spread? 2) What is the policy of the Directorate of Drug Investigation that 
should be in the handling of new Narcotics criminal acts? 
The results of this study conclude that: 1) Efforts of the Directorate of Narcotics Investigation in the 
handling of crime of new types of narcotics through two ways, namely using non-penal and penal 
effort. Non-penal attempts are undertaken by preemptive and preventive action by social engineering 
(Social Engeenering) by taking control measures. 2) Efforts made by the Directorate of Drug 
Investigation in the handling of new types of narcotics using penal efforts. If the evidence is found to 
contain illegal substances that have been attached to the narcotics law then a new type of narcotics 
abuser can be charged under Law Number 35 Year 2009 on Narcotics according to the type of narcotic 
substance found in the evidence. If the evidence does not have a derivative of existing narcotics then it 
can still be done with the prevention of Law Number 36 Year 2009 on Health and punishment given to 
the narcotics abusers of a new type is very light. 
Keywords: Crime Countermeasures, Narcotic, New Type 
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PENDAHULUAN 
Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat 
perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 
perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat 
melalui Single Convention on Narcotic Drugs pada tahun 1961.1 Masalah ini menjadi begitu penting 
mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang 
bersangkutan, apabila penggunanya tanpa resep dokter.  
Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, mulai bermunculan narkotika-narkotika 
jenis baru. Narkotika jenis baru yang dimaksudkan adalah narkotika yang jenis atau kandungannya 
sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika. Produsen narkoba terus mendorong berkembangnya narkoba dengan 
senyawa yang berbeda dibandingkan narkoba lama, Zat narkotika yang baru umumnya dihasilkan dari 
racikan kimiawi. Perkembangan narkoba jenis ini pun tak bisa dengan cepat dibendung, zat-zat 
tersebut berkembang dengan cepat. Produsen narkoba berusaha terus mengeksplorasi jenis-jenis baru 
narkoba untuk dagangan mereka. Apalagi, bahan dasar narkoba jenis baru ini adalah dari bahan kimia, 
mereka mengkombinasikan zat sintetik kimiawi. Pencampuran inilah yang menjadi daya jual dari 
narkotika jenis baru. Perubahan zat yang cepat ini dilakukan bertujuan untuk mengelabui hukum dan 
para penegak hukum2. 
Hasil Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN April 2016, ada 41 New Psychoactive Substance (NPS) 
atau narkoba jenis baru. dari 41 NPS yang saat ini beredar luas di Indonesia, baru 18 diantaranya telah 
diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan 
Narkotika dan 23 jenis lainnya masih belum diatur.3  Narkotika jenis baru tersebut terbagi menjadi 7 
kelompok, yakni Synthetic Cannabinoids, Synthetic Cathinones, Phenetylamines, Piperazines, Plant-
based substances, Ketamine, dan Miscellaneous. Terkait dengan masalah jenis narkotika yang berada 
di luar Undang-Undang Narkotika ini, Indonesia menganut Asas Hukum Pidana yang dijelaskan dalam 
Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu, “Nullum delictum, nulla puna sine praevia legepunali” (tiada kejahatan, 
tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu). maka bagi pengedar 
atau pun pemakai jenis narkotika yang belum diatur Undang-Undang Narkotika maka tidak bisa 
dituntut secara pidana karena tidak ada dasar hukum terhadap status jenis yang tidak terdapat dalam 
Undang-Undang Narkotika tersebut4.  
Gandjar Laksmana Bonaparta berpendapat, bahwa apabila Undang-Undang Narkotika 
diterapkan secara kaku, maka bisa saja narkotika jenis baru tidak dapat diancam dengan Undang-
Undang Narkotika. Kalau berpegang pada aliran ini, maka Indonesia akan diserbu jenis narkotika baru 
yang mengerikan dan membahayakan.5 
Maka dari itu upaya penanggulangan peredaran narkotika jenis baru ini harus benar-benar 
dilaksanakan agar masalah narkotika ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang 
buruk bagi perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum, 
diantara aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting dan berwenang terhadap 
penyelidikan dan penyidikan adanya kasus tindak pidana narkotika ialah pihak Kepolisian melalui 
                                                                
1
 Kusno Adi. 2009, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM Press, Malang, hal. 
30. 
2
 F.Agsya, 2010. Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika. Asa Mandiri. Jakarta. hlm. 34 
3
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 Hari Sasangka.2003  Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Mandar Maju. Bandung.hlm. 78 
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 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5223670c534c6/narkotika-jenis-baru-dan-asas-legalitas, Diakses, 16 Agustus 
2017, Pukul 11.00 Wib. 
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Direktorat Reserse Narkoba pada tingkat Kepolisian daerah yang diatur dalam Pasal 148 Peraturan 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Keberadaraan Direktorat Reserse Narkoba sangat penting di 
tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan 
dalammasyarakat, yang diharapkan mampu memproses penegakan hukum serta upaya 
penanggulangan terhadap kejahatan tindak pidana narkotika jenis baru.  
Salah Satu upaya dalam penanggulangan tindak pidana narkotika jenis baru yang dapat 
dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba adalah menggunakan cara penyamaran dalam melakukan 
pemberantasan narkoba jenis baru, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 24 huruf F Peraturan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak 
Pidana, khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli 
(undercover buy), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat 
tertentu (controlled delivery), penyamaran disertai penindakan dan pemberantasan (raid planning 
execution).6  
Penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh pihak 
kepolisian melalui Direktorat Reserse Narkoba yang memiliki tugas serta fungsi sebagai penyidik dan 
penyelidik yang menangani tindak pidana narkoba, dengan demikian penegakan hukum yang 
dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba ini diharapkan mampu menjadi faktor pencegah terhadap 
merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika jenis baru. Namun, dalam kenyataannya, 
ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, 
namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkotika belum dapat diredakan. Dalam 
banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi 
berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas 
daerah operasinya.7 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil tesis dengan 
judul “Upaya Direktorat Reserse Narkoba Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru 
(Studi Kasus di Polda Jateng)”. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana upaya 
yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba secara umum apabila ditemukan narkoba jenis baru dan 
cara menanggulangi penyebarannya? 2) Bagaimana kebijakan Direktorat Reserse Narkoba yang 
seharusnya dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika jenis baru? 
Metode Penelitian 
Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif meliputi penelitian 
terhadap asas- asas hukum, taraf sinkronisasi hukum8 Pendekatan penelitian yang digunakan 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau 
biasa disebut penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala 
empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. 
Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penerlitian ini adalah adalah data primer, 
sekunder dan tersier. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah : Bahan hukum primer 
merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undangan9. Bahan 
hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum. 
                                                                
6
 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik indonesia No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 
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 O.C. Kaligis & Associates.2002.  Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan 
dan Peradilan. Alumni. Bandung, hlm. 260. 
8
 Soerjono  Soekamto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  suatu  Tinjauan Singkat Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2001 hal. 13-14 
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Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 
pembuatan Perundang-undangan dan putusan hakim. Untuk memperoleh data primer peneliti 
mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian 
di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan 
praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer yang 
berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi :1) Undang-Undang Dasar 1945, 2) KUHP, 
3) KUHAP, 4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, 5) Undang-Undang Nomor 
35 tahun 2009 tentang Narkotika, 6) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan dengan 
cara mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang terkait dengan penelitian10. Bahan hukum 
sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan 
hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang 
mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti 
akan mengarah. Buku-buku dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah upaya 
Direktorat Reserse Narkoba dalam penanggulangan tindak pidana narkotika jenis baru. Bahan Hukum 
Tersier, yang terdiri dari : Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian. 
Diantaranya yaitu: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia. 
Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang 
dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan Library Research (studi kepustakaan) 
yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan 
perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang 
diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.                
Metode analisa data yang digunakan adalah analisa normatif, yaitu dengan memperhatikan 
fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang 
didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang 
bersifat edukatif terhadap masyarakat dalam mengetahui upaya Direktorat Reserse Narkoba dalam 
penanggulangan tindak pidana narkotika jenis baru. 
Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode 
analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak 
dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya 
analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai 
kejelasan masalah yang akan dibahas. 
PEMBAHASAN  
Upaya Yang Dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Secara Umum Apabila Ditemukan Narkoba Jenis 
Baru Dan Cara Menanggulangi Penyebarannya 
Polisi Sebagai Aparatur penegak Hukum Narkotika dan Psikotropika 
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara 
Republik Indonesia sebelum Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang berlaku adalah Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 1997 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara 
rtahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomnor 2289). 
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah 
memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan 
profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu 
kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan 
keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan lembaran 
Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1988 
(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Tahun 1988 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya 
masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat 
kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan. 
Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapann MPR RI No. VI/MPR/200 dan 
Ketetapan MPR RI No. VII/ MPR/2000, maka secara konstitusionaltelah terjadi perubahan yang 
mengaskan rumusan t ugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan 
kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan 
peran dan fungsi masing-masing. Undang-Undang ini telah di dasarkan kepada paradigm baru 
sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap 
tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, 
dan beradap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara 
tegas dinyatakan dalam perincian keweanangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu 
melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap senua tindak pidana sesuai dengan hukum acara 
pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventi dan asas 
kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 
Peranan Penyidik POLDA Jawa Tengah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru 
Penyidik dalam menanggulani tindak Pidana narkotika jenis baru memiliki Tahapan yang jelas 
serta proses yang terinci dimana semua didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Bahwa dalam melaksanakan penyidikan penyidik dalam hal ini terikat pada suatu koridor yang 
dijadikan patokan dalam pelaksanaan penyidikan yaitu berupa petunjuk pelaksana yang mana 
merupakan penjabarab dari pada naskah fungsi reserse Polri dengan maksud untuk memberikan 
pedoman dan penjelasan mengenai proses penyidikan tindak pidana sehingga diperoleh keseragaman 
pengertian tentang kegiatan-kegiatan pokok yang harus dilaksanakan dalam hal ini adalah penanganan 
penyalahgunaan Narkoba jenis Baru yaitu Tembakau Gorila yang terjadi perkara di wilayah Polda Jawa 
Tengah. 
Tembakau Gorila kini sudah masuk dalam narkotika golongan 1 No 95 yang tercantum dalam 
Permenkes Nomor 2 tahun 2017 karena mengandung ganja sintetis yaitu 5-fluoro ADB. Maka pelaku 
dijerat dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yakni pidana penjara paling 
singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta pidana denda paling sedikit 8 ratus juta dan paling 
banyak 8 miliar. 
Dalam menangani kasus tindak pidana sebelum melakukan penyidikan, suatu perkara tindak 
pidana terlebih dahulu melewati proses penyelidikan yang merupakan tahap menerima laporan dari 
masyarakat tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Dalam 
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perkara tindak pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan 
penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah 
peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi.11 Menurut Standar Operasional Prosedur 
(SOP) penanganan tindak pidana narkoba, proses penyelidikan oleh Ditres Narkoba dilakukan dengan 
beberapa tahap. Pertama, menerima informasi atau laporan dari masyarakat, kemudian membuat 
laporan informasi yang berasal dari masyarakat serta menyajikan kepada pimpinan. Membuat surat 
perintah tugas dan surat perintah penyelidikan, kemudian mempertajam laporan informasi dengan 
teknik penyelidikan yaitu dengan melakukan monitoring, surveylant, pembuntutan, under cover buy, 
delliverry controled. Kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka (dalam hal tertangkap 
tangan) dan melakukan penelitian terhadap tersangka mengenai identitas, kondisi fisik, kesehatan, 
foto dan sidik jari. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yaitu barang bukti narkotika, barang 
milik tersangka, dan barang lain yang diamankan dari tersangka dari tempat kejadian perkara (TKP). 
Membuat laporan singkat tentang kronologis langkah-langkah anggota Lidik (Lembaga Investigasi dan 
Penyelidikan Kasus) sebagai acuan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Selanjutnya, menyerahkan 
tersangka dan barang bukti kepada Penyidik dan melakukan gelar awal dengan Penyidik. 
Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika jenis baru dilakukan dengan 
upaya preventif, pre-emtif, represif, dan rehabilitasi. Upaya pre-emtif adalah memasang spanduk-
spanduk gerakan anti narkoba, penyuluhan kepada masyarakat, dan memasang iklan di televisi. Upaya 
preventif adalah pihak Kepolisian melaksanakan razia di tempat-tempat umum, tempat hiburan, dan 
perbatasan, kemudian melaksanakan patroli di tempat-tempat rawan narkoba yang dilaksanakan oleh 
Polisi yang berpakaian dinas, malaksanakan tes urin bagi supir atau Pilot. Upaya represif (penindakan) 
adalah mengungkap dan memberantas langsung narkotika jenis baru di penyidikan. Upaya rehabilitasi 
yang merupakan keputusan bersama 7 (tujuh) lembaga negara (BNN, POLRI, Menkumham, 
Kementrian Sosial, Kementrian Kesehatan, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung) memungkinkan 
seorang tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan dan diindikasi bahwa dia bukan pengedar 
tetapi hanya pemakai atau penyalahguna direhabilitasi. 
Berita Acara Pemeriksaan adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik 
dalam menusut suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap 
suatu tindak pidana telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat 
berita acara. Pada berita acara penyidikan ini sekalligus pula dilampirkan semua berita acara yang 
dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan. Setelah 
berita acara lengkap, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum 
yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu berkas perkaranya saja. Penyidikan dianggap 
telah selesai apabila dari Kejaksaan Negeri tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila 
sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu. Berdasarkan Pasal 75 
Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika selain Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga 
berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta 
Prekursor Narkotika. 
Kebijakan Direktorat Reserse Narkoba Yang Seharusnya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 
Narkotika Jenis Baru 
Polisi merupakan alat negara sebagai aparat penegak hukum yang bertugas dakam menjaga 
keamanan negara, menegakkan hukum serta bertugas untuk mengayomi masyarakat. Pada pasal 30 
ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia (untuk selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) 
pengertian polisi disebutkan sebagai berikut yaitu bahwa”Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum”. 
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, memberikan pengertian polisi  sebagai  
berikut”Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam 
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 
perlindungan, pengyoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya kemanan 
dalam negeri”. 
Polisi merupakan penyidik dalam acara pidana, hal ini sebagaimana amanat dan KUHAP sebagai 
sumber utama acara pidana dalam tata hukum Indonesia pada pasal 1 ayat (1) KUHAP “Penyidik 
adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 
wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan” jika mengacu pada aturan ini 
maka dalam sistem peradilan pidana yang bisa melakukan penyidikan hanyalah polisi dan PNS yang 
diberi wewenang khusus. 
PNS yang diberi wewenang khusus ini adalah PNS yang dijadikan penyidik dengan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang 
Perubahan Atas peraturan Pmerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara. Pada pasal 3A disebutkan bahwa: 
Pasal 3A 
(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
(a) Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun; (b) Berpangkat paling 
rendah Penata Muda/golongan III/a; (c) Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana 
lain yang setara; (d) Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; (e) Sehat jasmani dan 
rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah; (f) Setiap 
unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai 
negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan (g) Mengikuti dan lulus 
pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan. 
(2) Persayaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada 
Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi 
pegawai negeri sipil yang bersangkutan. 
(3) Persayaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara 
Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait. 
Artinya yang  bisa menjadi penyidik hanyalah polisi dan PNS yang memenuhi syarat diatas. 
Termasuk dalam tindak pidana narkotika, polisi juga mempunyai wewenang untuk melakukan 
penyidikan. 
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak 
pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah 
ada sejak lama. Masalah Narkotika ini merupakan ancaman yang begitu hebat melanda indonesia, 
dalam media massa hampir setiap hari terdapat berita penyalahgunaan Narkotika. 
Kasus narkotika jenis baru yang terjadi di wilayah hukum POLDA Jateng pada tahun 2017 
berdasarkan hasil penelitian penulis dengan salah satu penyidik POLDA Jateng dari direktorat Reserse 
Narkoba POLDA Jateng adalah tembakau gorilla. Tembakau Gorila kini sudah masuk dalam narkotika 
golongan 1 No 95 yang tercantum dalam Permenkes Nomor 2 tahun 2017 karena mengandung ganja 
sintetis yaitu 5-fluoro ADB. Maka pelaku dijerat dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 yakni pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta pidana denda 
paling sedikit 8 ratus juta dan paling banyak 8 miliar. 
Dalam menangani kasus tindak pidana sebelum melakukan penyidikan, suatu perkara tindak 
pidana terlebih dahulu melewati proses penyelidikan yang merupakan tahap menerima laporan dari 
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masyarakat tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Dalam 
perkara tindak pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan 
penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah 
peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi.12 
Penutup   
1. Upaya Direktorat Reserse Narkobadalam penanggulangan kejahatan tindak pidana narkotika jenis 
baru melalui dua cara yaitu menggunakan upaya secara non-penal dan penal. Upaya non penal 
yang dilakukan secara preemtif dan preventif dengan dilakukannya tindakan rekayasa sosial (Social 
Engeenering) dengan melakukan tindakan mengawasi, membentuk dan mendorong masyarakat 
untuk menjadi masyarakat yang percaya kepada hukum dan mampu mengenal kejahatan termasuk 
kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis baru.  
2. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba dalam penanggulangan tindak pidana 
narkotika jenis baru dengan menggunkana upaya secara penal, yaitu dengan melaksanakan 
penyidikan narkotika jenis baru secara ilmiah melalui uji labolatorium untuk mengetahui isi 
kandungan barang bukti tersebut. Apabila barang bukti tersebut teryata mengadung zat narkotika 
yang sudah terlampiran dalam undang-udang narkotika maka penyalahguna narkotika jenis baru 
dapat dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai 
golongan jenis zat narkotika yang ditemukan dalam barang bukti.  
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